BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan

sebagai berikut :

1. Hasil pembahasan tersebut menunjukan bahwa berdasarkan fakta dalam
persidangan kasus Zainab Binti Suhan, yang dimana dalam fakta tersebut
menyebutkan bahwa Terdakwa Zainab Binti Suhan hanya membuat video
pornografi hanya untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk disebarkan
akan tetapi dalam persidangan tersebut Terdakwa Zainab Binti Suhan tetap
harus mempertanggungjawabkan pidananya berbeda dengan kasus Gisella
Anastasia yang tidak mempertanggungjawabkan pidananya karena dalam
kasusnya sama dengan kasus Zainab Binti Suhan sama-sama hanya membuat
video yang mengandung unsur pornografi tetapi tidak ada niat untuk
menyebarkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam kasus Zainab Binti
Suhan tidak adanya unsur kesalahan yaitu terdakwa Zainab binti Suhan tidak
menyebarkan video pornografinya itu dengan sengaja akan tetapi videonya
tersebar karena adanya unsur kelalaian yang membuat videonya dapat tersebar
ke orang lain, dan jika dilihat dari unsur ini sebenarnya Zainab Binti Suhan

dapat mempertanggungjawabkan pidananya karena terdakwa lalai atau ceroboh
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yang membuat video pornografinya tersebar dan dalam kasus Gisella Anastasia
adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh si penyebar video pornografi
Gisella Anastasia, yaitu dengan sengaja menyebarkan videonya melalui
aplikasi sosial media Twitter, dan jika Gisella Anastasia dan Nobu yang selaku
model dari video ponografi itu ceroboh atau lalai yang membuat video
pornografi mereka tersebar, karena hal itu lah sebenarnya Gisella Anastasia dan
Nobu bisa dijerat pidana karena adanya unsur kelalaian.

2. Berdasarkan hasil pembahasan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh
pemerintah dan masyarakat guna untuk mengurangi dan mencegah terjadinya
kasus dan kejahatan pornografi yaitu seperti melaporkan terjadinya pembuatan
atau kejahatan pornografi, melakukan gugatan ke pelaku pornografi,
melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur
pornografi, dan mengadakan atau melakukan pembinaan terhadap dampak dan
bahaya melakukan pornografi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan :

1. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan membuat konten pornografi
perlu dijelaskan kembali lebih lanjut, karena mengenai tindakan membuat pornografi
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena dalam Undang-Undang
Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Jika pelaku yang membuat konten
pornografi, membuat konten tersebut hanya untuk dinikmati sendiri dan tidak untuk

disebarkan maka pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
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Maka dari hal tersebut penulis menyarankan untuk lebih dirinci kembali mengenai hal
tersebut.

Mengenai upaya-upaya pencegahan tindak pidana pornografi, menurut penulis upaya-
upaya pencegahan tersebut masih belum terlaksana dengan baik, karena sampai saat
ini orang-orang masih dapat membuat,menyebarkan, dan mengakses pornografi
walaupun pemerintah sudah membuat internet positif untuk mencegahnya, akan tetapi
situs-situs pornografi masih dapat diakses walaupun memakai aplikasi tertentu. Jadi
saran dari penulis Pemerintah harus menertibkan media dan pelaku pornografi melalui
konstitusi dan kesadaran produsen. Kiranya media perlu membatasi diri agar tidak

mendukung arus pornografi.
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